
 
 

KEPALA DESA PEJAMBON 
KABUPATEN BOJONEGORO 

 
PERATURAN DESA PEJAMBON 

NOMOR 2 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA DESA PEJAMBON, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan penghasilan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa, maka perlu adanya sebuah pedoman; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa 
tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa di Desa Pejambon; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara;  
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019; 

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 67 Tahun 2017; 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 
2021; 



  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa; 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 
Tahun 2019; 

  11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor  24 Tahun 2019; 

  12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; 

  13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang 
Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf 
Pemerintah Desa; 

  14. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
Pejambon; 

 
Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON 
dan 

KEPALA DESA PEJAMBON 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN 

PENGHASILAN  KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
2. Desa adalah Desa Pejambon yang merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah. 



6. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati 
yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desa sebagaimana Kepala Desa Definitif dalam kurun waktu 
tertentu, kecuali dalam Penbgisian Perangkat Desa. 

7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat 
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan. 

8. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 
Perangkat Desa yang lain dalam kurun waktu yang ditentukan, dikarenakan 
Perangkat Desa berhalangan tetap. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten Bojonegoro dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 

11. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa 
tersebut. 

12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaaan penghasilan yang sah dan 
diberikan secara tetap setiap bulannya. 

13. Tunjangan adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 
pekerjaan yang dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan 
pembayaran penghasilan tetap. 

14. Tambahan Tunjangan adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada 
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah 
Bengkok. 

15. Tanah Bengkok adalah tanah desa yang berdasarkan asal usul sebagai 
garapan atau penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
Pasal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini adalah : 
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
c. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
 

BAB III 
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 3 
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap setiap 

bulan yang bersumber dari ADD. 
(2) Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Sekretaris Desa; 
b. Kepala Dusun; 
c. Kepala Seksi; dan 



d. Kepala Urusan. 
(3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Desa : Rp 3.750.000,00; 
b. Sekretaris Desa : Rp 2.500.000,00; 
c. Kepala Dusun : Rp 2.100.000,00; 
d. Kepala Seksi : Rp 2.100.000,00; dan 
e. Kepala Urusan : Rp 2.100.000,00. 

(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak 
mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari 
jabatannya dikarenakan berada dalam masa hukuman disiplin atau perkara 
hokum hanya diberikan penghasilan sebesar 50% dari penghasilan tetap 
paling lama 3 bulan. 

(6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengajukan cuti sakit atau cuti 
melahirkan hanya diberikan penghasilan sebesar 50% dari penghasilan tetap 
paling lama 3 bulan. 

(7) Dalam hal cuti dikarenakan alasan sakit sebagaimana dimaksud ayat (6) 
lebih dari 3 bulan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan penghasilan 
sebesar 25% dari penghasilan tetap paling lama 6 bulan. 

 
BAB IV 

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
Pasal 4 

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kepala 
Desa dan Perangkat Desa juga menerima tunjangan yang bersumber dari 
ADD. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tunjangan 
Jabatan dan Tunjangan Kesehatan. 

(3) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 
berdasarkan persentase dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dengan persentase maksimal 100% 

dari Penghasilan Tetap Kepala Desa, sesuai dengan kemampuan 
keuangan Desa. 

b. Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa dengan persentase maksimal 75% 
dari Penghasilan Tetap Sekretaris Desa, sesuai dengan kemampuan 
keuangan Desa. 

c. Tunjangan Jabatan Kepala Dusun, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan 
dengan persentase maksimal 60% dari Penghasilan Tetap masing-
masing jabatan, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. 

(4) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang dihitung berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(5) Pejabat Kepala Desa berhak mendapatkan Tunjangan Jabatan. 
(6) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), bisa memilih antara 

tunjangan sebagai Pejabat Kepala Desa atau tunjangan jabatan PNS. 
(7) Pelaksana Tugas Kepala Desa berhak mendapatkan 50% tunjangan jabatan 

Kepala Desa dalam hal pelaksanaan tugasnya lebih dari 1 bulan. 
(8) Perangkat Desa yang merangkap tugas selaku Pelaksana Tugas jabatan 

Perangkat Desa lainnya, selain mendapatkan penghasilan tetap dan 
tunjangan sebagai Perangkat Desa pada jabatan definitifnya, juga diberikan 



tunjangan jabatan Perangkat Desa yang dirangkapnya sebesar 50% paling 
lama 6 bulan. 

 
BAB V 

TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
Pasal 5 

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan 
Perangkat Desa juga berhak menerima tambahan tunjangan yang bersumber 
dari hasil pengelolaan tanah bengkok. 

(2) Tambahan tunjangan untuk masing-masing jabatan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa diterima 1 kali dalam setahun. 

(3) Rincian besaran tambahan tunjangan sebagaimana ayat (1), akan diatur 
lebih lanjut pada Peraturan Kepala Desa. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 6 

(1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini 
menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menetapkan penghasilan bagi 
Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Kepala Desa. 

 
Pasal 7 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon. 

 
Ditetapkan di Pejambon 
Pada tanggal 25 Januari 2023 
 

KEPALA DESA PEJAMBON 
 
 
 
 

ABD. ROKHMAN 
 
Diundangkan di Pejambon 
Pada tanggal 25 Januari 2023 
 

SEKRETARIS DESA PEJAMBON 
 
 
 
 
 ALVIN MUJAHID 
 

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2023 NOMOR 2 
 


